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ABSTRAK 

 

AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PENYELESAIAN 

PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS 

 

OLEH 

 

REZA EDWARDO 

 

Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, 

berisi Seseorang yang melakukan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam 

mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain 

kehilangan nyawa (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian dengan 

keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, namun 

terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap 

berjalan sebagaimana perkara pidana biasa. 

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum surat perdamaian 

terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan juga untuk mengetahui 

dan memahami kegunaan surat perdamaian dalam memutuskan perkara 

kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum surat perdamaian 

terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah: tidak mempunyai 

akibat hukum, artinya surat perdamaian tersebut tidak menjadikan proses 

pemeriksaan perkara pidana tersebut menjadi selesai, akan tetapi proses 

pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara 

kecelakaan lalu lintas adalah: merupakan salah satu alasan untuk memberikan 

keringanan hukuman bagi terdakwa. 

 

Kata kunci: Akibat surat perdamaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas. 
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BAB. I 

PEMDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Di dalam kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum yang sejalan dengan 

perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum 

mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diberikan 

oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan 

yang baik ataupun norma-norma yang hidup agar dipatuhi secara sukarela oleh 

karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.1  

  Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat.2 Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. 

Keamanan merupakan salah satu syarat untuk pembangun suatu bangsa ke arah 

yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, 

terutama dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat mengilangkan 

keguncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang 

menunjang pelaksanaan pembangunan.  

 Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan 

suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum berjalan 

seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai 

                                                 
  1Imam Sudiyat, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, lm. 32  

  2Soerjono Soekanto, Kesadara  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum,  Rajawali, Jakarta, 

1982, hlm. 9  
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peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan 

hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas. 

  Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 

Dasar 1945 

  Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional 

harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam 

rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara. 

  Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi  (stakeholders) sebagai 

berikut: 

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementrian yang 

bertanggung jawab di bidang jalan 

2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan, oleh kementrian yang berlangsung jawab di bidang sarana 

dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 

3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan 

angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab  di bidang 

industri 

4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan 

angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang 

teknologi, dan 

5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor  dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan 

rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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  Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan 

tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas  dan angkutan jalan terlihat 

lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

  Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban 

dan ketenteraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum  lalu 

lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban 

yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan 

dengan penegakan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, 

dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan. 

  Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan-

peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral.3 

Menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu 

lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman 

masyarakat. Di samping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan 

adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak 

hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam 

menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan. 

  Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan 

akibat dari keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. 

Keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan kerap merugikan pemakai 

                                                 
  3Ibid, hlm. 56  
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jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memprihatinkan karena yang 

menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia. 

  Seseorang yang melakukan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam 

mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain 

kehilangan nyawanya (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian 

dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, 

namun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia 

tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa. 

  Terhadap kejadian tersebut, sering kali menimbulkan persoalan seperti 

bagaimana fungsi surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dengan 

keluarga korban meninggal dunia. Juga apakah akibat hukumnya surat 

perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dan keluarga korban bagi 

hakim dalam memutus perkara tersebut.   

  Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motivasi sekaligus latar 

belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan ke 

dalam bentuk skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM SURAT PERDAMAIAN 

TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS” 

 

B. Permasalahan 

  Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara 

kecelakaan lalu lintas ? 
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2. Apakah kegunaan  surat perdamaian dalam memutus perkara kecelakaan 

lalu lintas ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

  Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran 

terhadap akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara 

kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal 

lain yang ada kaitannya. 

  Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum surat perdamaian 

terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.  

2. Untuk mengetahui dan memahami kegunaan surat perdamaian dalam 

memutus perkara kecelakaan lalu lintas. 

 Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

  Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 
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penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut: mengizinkan untuk untuk tidur atau meditasi 

1. Perdamaian adalah: penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang 

seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada 

pihak lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan lembaga konsentris (bertitik 

pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan 

masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan 

pendek kata dengan keseluruhan umat manusia satu sama lainnya dan 

antara manusia dengan alam semesta. 

2. Hakim adalah: Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau 

Mahkamah) keputusan tidak dapat diganggu gugat.  

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: Satu Kesatuan sistem yang terdiri 

atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna 

jalan, serta pengelolaannya.  

4. Lalu Lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 

 

E. Metode Penelitian 

  Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan akibat hukum surat perdamaian terhadap 

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah 
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penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data 

      Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

      a.   Bahan  hukum   primer, yaitu   bahan  hukum   yang  bersifat  mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku 

      b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat 

para ahli mapun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini 

      c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer  dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan lainnya 

 Teknik pengolahan data 

      Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan 

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai 

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kekurangan dan kesalahan. 

 Analisa data 

      Analisa data dilakukan secara kualitatif yang  dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat 
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deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh 

dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum.4 

 

F. Sistematika Penulisan 

  Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab. I.   Pendahuluan,  berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan 

Bab. II.     Tinjauan   Pustaka,   memaparkan  tinjauan   pustaka yang menyajikan 

mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya, pengertian lalu 

lintas, lalu lintas yang tertib aman dan lancar, kesadaran hukum 

masyarakat dalam berlalu lintas, putusan pengadilan dalam kasus lalu 

lintas 

Bab. III.    Pembahasan,   yang  berisikan  paparan tentang  hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai  akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian 

perkara kecelakaan lalu lintas, dan juga mengenai kegunaan surat 

perdamaian dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas. 

                                                 
  4Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 

hlm. 129  
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Bab. IV.  Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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